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ABSTRAK
Untukmencapaikemandiriandaerah, pemerintahdaerahharusmampumengelolasumberdaya yang
dimilikinyasecaraefisien dan efektif. Hal
tersebutdapatdiwujudkandengankebijakandesentralisasimelaluiotonomidaerah.
Penelitianinibertujuanuntukmengujipengaruh PAD, Dana Perimbangan dan

PertumbuhanEkonomiterhadapKinerjaKeuanganpemerintahkabupaten/kota  di ~ ProvinsiJawa
Timur. Ruanglingkup yang digunakandalampenelitianiniadalahLaporanRealisasi APBD
Pemerintahkabupaten/kota di ProvinsiJawa Timur tahun 2015 — 2017, terutamamenekankan pada
variabel PAD, Dana Perimbangan, PertumbuhanEkonomi, Belanja Modal dan KinerjaKeuangan.
Analisis dan hipotesisdilakukandenganmenggunakan program SPSS 24. Metodeanalisis data
pada pengujianhipotesismenggunakananalisisregresi linier berganda. Hasil
penelitianmenunjukkanbahwa (1) PAD berpengaruhpositifsignifikanterhadapkinerjakeuangan
yang berartikenaikan PAD akanmeningkatkankinerjakeuanganpemerintahKabupaten/Kota di
ProvinsiJawa Timur, (2) Dana
Perimbanganberpengaruhnegatifsignifikanterhadapkinerjakeuangan yang berartikenaikan Dana
PerimbanganakanmenurunkankinerjakeuanganpemerintahKabupaten/Kota ~ di ~ ProvinsiJawa
Timur, (3) PertumbuhanEkonomiberpengaruhtidaksignifikanterhadapkinerjakeuangan yang
berartikenaikanpertumbuhanekonomisuatudaerah, tidakselaludiikuti oleh
kenaikankinerjakeuangandaripemerintahdaerahkabupaten/kota di Jawa Timur dan (4) Belanja
Modal  berpengaruhtidaksignifikanterhadapkinerjakeuangan  yang  berartibelanja  modal
meningkat pada suatudaerah,
tidaksertamertadapatmeningkatkankinerjakeuanganpemerintahdaerahdalamjangkawaktusingkat.

Kata kunci :PendapatanAsli Daerah, Dana Perimbangan, PertumbuhanEkonomi, Belanja
Modal, KinerjaKeuangan

PENDAHULUAN intah Pusat denganPemerintah Daerah,
sertaUndang-UndangNomor 23/2014

SejakditetapkannyaUndang-UndangNomor tentangpemerintahandaerah,

33/2004, baikpemerintahdaerahprovinsimaupunpem

tentangPerimbanganK euanganantaraPemer erintahkabupaten dan
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kotatelahdiberiwewenanguntukmengaturpe
mbangunandaerahnyasendiri. Hal
tersebutmembawakonsekuensilogisbagipe

merintahdaerah, yaituperubahan
fundamental dalamhubungan tata
pemerintah,

hubungankeuangansertamembawaperubaha
npentingdalampengelolaanpemerintahdaera
h.

Dalammencapaikemandiriandaerah,
pemerintahdaerahharusmampumengelolasu
mberdaya yang dimilikinyasecaraefisien
dan efektif. Hal
tersebutdapatdiwujudkandengankebijakand
esentralisasimelaluiotonomidaerah.

Penerapanotonomidaerah dan
desentralisasifiskaldidasari oleh
pemikiranbahwapemerintahdaerahjauhlebi

hmemahamipotensi, kondisi, dan
permasalahandaerahnyasendiri. Oleh
sebabitu, setiapdaerah juga
dianggaplebihmengertibesarnyakebutuhana
nggaran yang

diperlukanuntukmenyelenggarakankegiatan
pemerintahan dan pembangunan.
Otonomidaerahtentunyadisertaidenganpend

elegasian, pengalihan dan
penyerahantanggungjawab.
Baikberupapembangunansarana dan

prasarana, pendanaan, maupunpeningkatan
SDM  dalamkerangkadesentralisasifiskal.
Ada duacara yang
dapatdilakukandalampendelegasiankewena
nganpendanaan yang
diserahkankepemerintahdaerah,
yaitumendayagunakanpotensikeuangandaer
ahmasing-masing dan
mekanismepembagian dana
perimbangankeuanganpusat-daerah.
Kewenanganmendayagunakanpotensikeuan
gandaerahsendiridilakukandalamPendapata

nAsli Daerah (PAD).
SumberutamadariPendapatanAsli  Daerah
adalahpajakdaerah, retribusidaerah,
hasilpengelolaankekayaandaerah yang

dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.
Sedangkanpelaksanaanmekanismepembagi
an dana  perimbangankeuanganpusat-
daerah, yaitudari Dana Bagi Hasil, Dana
AlokasiUmum, dan Dana AlokasiKhusus
(Undang-undangNomor 33/2004).
Pemerintahdaerahdiharapkanmampumenin
gkatkansumberpenerimaankeuangandaerah
nyauntukmencukupikebutuhanpembanguna
n dan pembiayaandenganbertumpu pada
PendapatanAsli  Daerah (PAD) yang
dimilikinya.
SecaraUmumkeberhasilanotonomidaerahda
patdilihatdari PAD (PendapatanAsli
Daerah), namun pada
kenyataannyamasihbanyakpemerintahdaera
h yang sangatbergantung pada transfer
dana daripemerintahpusat yang disebut
Dana Perimbangan.

Mustikarini  dan  Fitriasari  (2012)
dalampenelitianmerekamenyatakan, PAD
merupakan salah satusumberdaya yang
dimilikipemerintahdaerah. Tingginya PAD

yang tinggidimiliki oleh
pemerintahdaerahakanmemberikankemuda
hanataskinerja dan

transaksibelanjadaerahmaupunpengeluaranl
ainnyasebagaikebutuhanPemerintahdaerah.
PenelitianRetnowati (2016), juga
menggunakanvariabelkekayaandaerahuntu
kmenilaipengaruhnyaterhadapkinerjakeuan
gan. Hasil
penelitianmerekamenyebutkanbahwakekay
aandaerahberpengaruhpositifterhadapkiner;j
akeuanganpemerintahdaerah. Hasil
penelitianmerekamembuktikanbahwakekay
aandaerahberpengaruhpositifterhadapkiner;
akeuangan.

Moral hazard
pemerintahdaerahseringdipertanyakan,
dalamhalinitentangkelanjutanpenggunaanp
endapatandaerahkhususnyaPendapatanAsli
Daerah (PAD). PAD yang
tinggimencerminkankemandiriankeuangan
daerah yang tinggi, sehingga pos
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alokasiuntukbelanja modal
perludiperhatikan. PenelitianHandayani
(2011) menyebutkanbahwa, daerah yang
majucenderungmempertahankanstrukturbel
anjamenjadibelanjapemeliharaan,

tidakserta-mertauntukbelanja modal saja.

Permasalahankrusial di
pemerintahdaerahadalahtentangpergeseran
polabelanja, mengingatsejauh mana

pentingnyadiadakanpendanaanuntukbelanja
modal.
Pertumbuhanekonomihinggakinimasihdigu
nakansebagaiindikatorkemajuanperekonom
iansecaraagregat.
Pertumbuhanekonomimenunjukkanpeningk
atandalamproduksibarangmaupunjasadala
msuatuperekonomian,
sehinggapertumbuhanekonomiinimerupaka
n salah satuindikatorpenting di
dalammelakukansuatuanalisispembanguna
nekonomi. Rozaqi (2012) menyebutkan,
bahwadalamusahamempercepatpertumbuha
nekonomidaerahdibutuhkan modal
untukdigunakan pada kegiatan yang
menyentuhlangsungaspekkehidupanmasyar
akat,
sebagaiusahapemerintahmenggerakkansekt

orperekonomian.
Pergeseranpolabelanjadalampemerintahdae
rahkhususnyabelanja modal

untukpelayananmasyarakatmenjadikanmoti
vasi yang melandasipenelitianini. Yang
menjadipemicupermasalahantentangsejauh
mana
besarnyapendapatandaerahmempengaruhip
olabelanjapemerintahdaerahkhususnyabela
nja modal untukpelayananpublik.

Belanja modal
untukpelayananpublikadalahbelanja  yang
digunakanuntukmenambahasetmaupunme
mbiayaikegiataninvestasi.
Tujuannyaadalahuntukpeningkatansarana

dan prasarana yang
manfaatnyabisadirasakanlangsung oleh
masyarakat. Pada

daerahdengankondisiinfrastrukturdaerah
yang masih minim,
makaperolehankenaikan PAD
seharusnyalebihbanyakdiarahkanuntukbela
nja modal ketimbangbelanjalainnya.
Berdasarkanlaporanrealisasipenerimaan
dan
pengeluaranpemerintahdaerahKabupaten/K
ota di ProvinsiJawa Timur dalam 3
tahunterakhirmengalamikenaikan pada
PAD nya. Rata-rata PendapatanAsli
Daerah di Kabupaten/Kota di Jawa Timur

mengalamikenaikansebesar 5%.
Dalamanggarantersebutterserap pada di
beberapaproyekseperti,

pembangunaninfrastrukturjalantermasukpe
mbebasantanahmaupunpenanggulanganban
jir.

Target untukpotensi
tersebutsudahdipetakan.
Pemerintahdaerahtelahmenargetkankenaika
npotensi PAD nya dan
telahmemetakannya, di
antaranyaadalahpajak hotel, pajakrestoran,
pajakhiburan, reklame, PajakPenerangan
Jalan (PPJ), pajakparkir, pajak air dan
tanah, PajakBumi dan Bangunan (PBB)
dan pajak Bea PerolehanHakatas Tanah

PAD

dan Bangunan (BPHTB).
Untukmembiayaikegiatanpemerintahdaerah
, diperlukanadanya  transfer =~ dana

daripemerintahpusatkepemerintahdaerah,
yang
tujuannyamengurangiketimpanganpendana
an, baikvertikalmaupun horizontal. Dana
transfer tersebutdimasukkansebagai salah
satupendapatanpemerintahdaerah.
Berdasarkanlaporanrealisasipenerimaan
dan
pengeluaranpemerintahdaerahKabupaten/K
ota di ProvinsiJawa Timur, penerimaan
dana perimbangandalam 3
tahunterakhirmengalamikenaikan.  Tahun
2015 sebesar 0,58 %, tahun 2016 sebesar
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0,67 % dan di tahun 2017 adalahsebesar
0,69 %.
Melihatperkembangankabupaten/kota  di
Jawa Timur
sangatpesatdalambeberapatahunterakhirme
nunjukkankinerjapemerintahdalampeningk
atanperekonomianmasyarakatsangatbaik.
Perekonomiantradisionalmulaiditatadengan
caramemperbaiki dan merevitalisasi pasar-
pasar
tradisionalsupayageliatperekonomianmasya
rakattingkatbawah juga stabil. Karena pasar
tradisionalmasihmenjadidenyutnadiperekon
omianpemerintahdaerah di Jawa Timur.
Rata-rata
peningkatanperekonomianditunjukkandarik
enaikan PDRB daritahun 2015 sebesar
5,31% yang kemudianmeningkat di tahun
2016 sebesar 5,64% dan menurun di tahun
2017 sebesar 5,35%. Peningkatan PDRB
diikutidenganpeningkatanIndeks
Pembangunan Manusiadalamkurunwaktu
yang sama.
Geliatperkembanganekonomipemerintahda
erah di ProvinsiJawa Timur, juga
dapatdilihatdaripembangunaninfrastruktur
yang tiaptahundikerjakan oleh
pemerintahdaerah. Pembangunan
infrastruktur juga
digunakanuntukmempercepatpembangunan
ekonomisuatudaerah. Akan tetapi pada
tahun 2015 terjadiinflasi yang
berakibatturunnyatingkatpertumbuhanekon
omi. Hal inidisebabkanantara lain
dengannaiknyatarifdasarlistrik,
dicabutnyasubsidi BBM oleh
pemerintahuntuk BBM non premium,
sertanaiknyaUpah Minimum Regional.
PenelitianMasdiantini dan Erawati (2016)
dan Retnowati, (2016)
menggunakanvariabel dana
perimbanganuntukmenilaipengaruhnyaterh
adapkinerjakeuangan. Hasil
penelitiannyamenjelaskanbahwa dana
perimbanganberpengaruhpositifterhadapkin

erjakeuangan.
Faktorlainnyaadalahbelanjadaerah/ belanja
modal. Semakintinggibelanjadaerah,
pemerintahdaerahakanmemberikanpelayan
an yang lebihbaik dan
berkualitaskepadamasyarakatnya.
Penelitian oleh Pratama et al, (2015)
menyebutkanbahwabelanjadaerahdigunaka

nuntukmelindungi dan
meningkatkankesejahteraanmasyarakatdala
mbentukpendidikan,

peningkatanpelayanandasar, fasilitassosial,
penyediaanfasilitaspelayanankesehatan,
fasilitasumum yang layak, dan
mengembangkansistemjaminansosial.
Retnowati (2016) juga
menggunakanvariabelbelanja modal
untukmenilaipengaruhnyaterhadapkinerjak
euangan.
Melihatlatarbelakangpermasalahandiatas,
makadalampenelitianinidirumuskanpermas
alahansebagaiberikut: (1)
ApakahPendapatanAsli Daerah
berpengaruhterhadapKinerjaKeuanganPem
erintahKabupaten/Kota di ProvinsiJawa
Timur, (2) Apakah Dana
PerimbanganberpengaruhterhadapKinerjaK
euanganPemerintahKabupaten/Kota di
ProvinsiJawa Timur, 3)
ApakahPertumbuhanEkonomiberpengaruht
erhadapKinerjaKeuanganPemerintahKabup
aten/Kota di ProvinsiJawa Timur.
Tujuanpenelitianiniadalahuntukmengujipen
garuhpendapatanaslidaerah, dana
perimbangan dan
pertumbuhanekonomiterhadapkinerjakeuan
ganpemerintahkabupaten/kotaprovinsiJawa

Timur. Batasan
dalampenelitianiniadalahdenganmelihatLap
oranrealisasipenerimaan dan

pengeluaranPemerintahKabupaten/Kota di
ProvinsiJawa Timur daritahun 2015-2017,
terutamamenekankan pada
komponenPendapatanAsli Daerah, Dana
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Perimbangan, PertumbuhanEkonomi,
Belanja Modal dan KinerjaKeuangan.

TINJAUAN TEORITIS

1. PendapatanAsli Daerah
PendapatanAsli Daerah merupakan salah
satusumberpenerimaan yang
harusselaluterusmenerusdipacupertumbuha
nnya. Dalamotonomidaerahini,
kemandirianpemerintahdaerahsangatditunt
utdalampembiayaanpembangunandaerah

dan pelayanankepadamasyarakat. ~Oleh
sebabitupertumbuhaninvestasi di
pemerintahKabupaten/Kota di
ProvinsiJawa Timur perludiproritaskan,

karenadiharapkanmemberikandampakpositi
fterhadappeningkatanperekonomian
regional.

MenurutUndang-UndangNomor 17 tahun
2003,
pendapatanaslidaerahadalahpenambahnilai

kekayaanbersih yang
berhakdiakuipemerintahdaerah. Undang -
Undangnomor 33 tahun 2004
menyebutkan,

bahwatujuandariPendapatanAsli ~ Daerah

yaitumemberikankewenangankepadapemer
intahdaerahuntukmendanaipelaksanaanoton
omidaerahseiringpotensi di
daerahnyasebagaiperwujudandesentralisasi.
SedangkanUndang-Undangnomor 23
Tahun2014 tentangPemerintahan Daerah
menyebutkanbahwaadapemisahanempatjen
ispendapatandalamkelompokPendapatanAs
li Daerah yaitu:
Pendapatandarihasilpajakdaerah,

yaitupendapatan yang dilakukan oleh
pemerintahdaerahberdasarkanperaturanper
undang-undangan yang berlaku,
ditetapkanmelaluiperaturandaerah.
Pungutaninidikenakankepadasemuaobjekse
perti orang/badan dan
bendabergerak/tidakbergerak, sepertipajak

hotel, pajakrestoran, pajakhiburan,
pajakreklame, pajakparkir, dll.
Pendapatandarihasilretribusidaerah,
yaitupendapatandaerahsebagaipembayaran/
pemakaiankarenamemperolehjasa yang
diberikan oleh daerah. Ataudengan kata
lain, retribusidaerahadalahpungutan yang
dilakukansehubungandengansuatujasaatauf
asilitas yang diberikansecaralangsung dan
nyata, seperti:
retribusiPelayananKesehatan,
retribusiPelayananPersampahan /
Kebersihan, retribusipelayananpemakaman,
retribusijasausahapengelolaanlimbahcair,
dil.

Pendapatandarihasilpengelolaankek
ayaandaerah yang dipisahkan,
yaitupenerimaan
yangberasaldaripengelolaankekayaandaera
h yang dipisahkan,
mencakupbagianlabaataspenyertaan modal
pada perusahaanmilikdaecrah / BUMD,
bagianlabaataspenyertaan modal pada
perusahaanmilik negara / BUMN.

Pendapatan lain-lain PAD yang sah,
contohnyasepertihasilpenjualanasetdaerah
,Jjasagiro, pendapatanbunga, dll.

2. Dana Perimbangan
UU No. 33 Tahun 2004 pada Pasal 1

ayat 19 menjelaskan, Dana
Perimbanganadalah dana yang
bersumberdaripendapatan APBN, yang

dialokasikankepadadaerahuntukmendanaik
ebutuhandaerahdalamrangkapelaksanaande
sentralisasi. Dan Pasal 10 ayat 1
menjelaskan dana perimbanganterdiriatas:
Dana Bagi Hasil, Dana AlokasiUmum, dan
Dana AlokasiKhusus.
MenurutPermendagri No.32 Tahun 2008,
dalamrangkapelaksanaandesentralisasi,

kepadadaerahdiberikan Dana
Perimbanganmelalui APBN yang bersifat
transfer  denganprinsipmoney  follows
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function. Salah satutujuanpemberian Dana
Perimbangantersebutadalah:
untukmengurangikesenjanganfiskalantarap
emerintahdengandaerah dan antardaerah,
sertameningkatkankapasitasdaerahdalamm
enggalipotensiekonomidaerah.
DalamUndang-UndangNomor
2004
tentangperimbangankeuanganantarapemeri
ntahpusat dan pemerintahdaerah,
pemerintahpusatmengalokasikansejumlah
dana dari  APBN  sebagai  dana
perimbangansebagaiberikut:

Dana Bagi Hasil (DBH). Alokasi dana
iniberdasarkanprosentaseangkauntukpembi
ayaan Daerah
dalamrangkapelaksanaanDesentralisasi.
Sumber Dana Bagi Hasil berasaldari:

33 Tahun

Pajak, seperti: PajakBumi dan
Bangunan (PBB)yang mana
pemerintahdaerahmengambil 90%
darihasilpajakbumi dan
bangunandaerahnya.

Bea PerolehanHakatas Tanah dan
Bangunan (BPHTB), sebanyak 20% untuk

negara dan 80% untukdaerah,
denganrincian 64% untukprovinsi dan 16%
untukkabupaten/kota. dan

PajakPenghasilan (PPh) Pasal 21, PPhPasal
25 dan Pasal 29 WajibPajak Orang
PribadiDalam Negeri SumberDayaAlam
(SDA), seperti: pertambangan gas bumi,
pertambanganumum, perikanan,
kehutanan, pertambanganminyakbumi, dan

pertambanganpanasbumi.

Dana  AlokasiUmum (DAU),
pengalokasian dana
inibertujuanuntukpemerataankemampuank
euanganantar Daerah
untukmembiayaikebutuhan Daerah

dalamrangkapelaksanaanDesentralisasi.

Dana  AlokasiKhusus  (DAK),
pengalokasian dana
inibertujuanuntukmembantumendanaikegia
tan yang bersifatkhusus yang

merupakanurusanpemerintahdaerah ~ dan
sesuaidenganprioritasnasional.

3. PertumbuhanEkonomi
Pertumbuhanekonomisecaraumumd
idefenisikansebagaipeningkatankemampua
nperekonomiansuatudaerah,
dalammemproduksibarang-barang dan
jasa-jasa.
Pertumbuhanekonomibisadikatakansebagai

salah satu indicator, yang
menunjukkansejauh mana
aktivitasperekomiansuatu negara

akanmenghasilkantambahanpendapatanmas
yarakatdalamsatuperiode.

MenurutSukirno (20006),
adaperbedaanistilahdenganarti yang
sedikitberbeda,

antarapembangunanekonomidenganpertum
buhanekonomi.
WalaupunKeduanyamemangmenerangkant
entangperkembanganekonomi yang
berlaku, tetapidigunakandalamkonteks
yang berbeda.
Pertumbuhanekonomidipakaisebagaiistilah
suatuungkapanumum yang
mendeskripsikantingkatperkembangansuat
udaerahatau negara,
ukurannyamelaluiprosentasepertambahanp
endapatannasionalriil.
Sedangkanlstilahpembangunanekonomibia
sanyaterkaitdenganperkembanganekonomi
di negara-negara berkembang.
DalampenelitianMaryati dan Endarawati
(2010),
menyebutkanbahwapertumbuhanekonomia
dalahperkembangankegiatandalamperekon
omian yang
mengakibatkanbertambahnyabarang  dan
jasa yang
diproduksidalammasyarakatsuatudaerah.
Secaramakropertumbuhanekonomidapatdili
hatdaripeningkatannilaiprodukdomestik
regional bruto (PDRB) setiaptahunnya.
UntukPDRB diukuratasdasarhargakonstan.
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4. Belanja Modal

BerdasarkanPeraturan Menteri
KeuanganNomor 91 tahun 2007 tentang
Bagan AkunStandar (BAS), belanja modal
merupakanpengeluarananggaran, yang
digunakandalamrangkamemperolehataume
nambahasettetap dan asetlainnya, yang
memberikanmanfaatlebihdarisatuperiodeak

untansi, sertamelebihibatasan  minimal
kapitalisasiasettetapatauasetlainnya  yang
ditetapkanpemerintah.

Belanja modal

sangateratkaitannyadenganinvestasi  yang
dilakukan oleh pemerintahdaerah. Belanja
modal yang
besarmerupakancerminandaribanyaknyainf
rastruktur dan sarana yang dibangun,
berpengaruhpositif pada
pertumbuhanekonomi.

Denganbertambahnyapembangunaninfrastr
uktur dan perbaikaninsfratuktur yang ada
oleh pemerintahdaerah,
makadiharapkanpertumbuhanperekonomia

ndidaerahakanmeningkat. = Pembangunan
infrastruktur di daerah yang
banyakdilakukan,

diharapkanakanmeningkatkanpertumbuhan
kinerjakeuangandaerah (Aprilia, 2016).
Ada beberapajenisBelanja Modal

Belanja Modal Tanah.
Belanja Modal Tanah
adalahpengeluaran/biaya yang

digunakanuntukpengadaan/pembelian/pem

bebasanpenyelesaian,  baliknama  dan
sewatanah, pengosongan, pengurungan,
peralatan, pematangantanah,
pembuatansertifikat, dan
pengeluaranlainnyasehubungandenganpero
lehanhakatastanah dan

sampaitanahdimaksuddalamkondisisiappak
ai.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

Belanja Modal Peralatan dan
Mesinadalahpengeluaran/biaya yang
digunakanuntukpengadaan/penambahan/pe
nggantian, dan
peningkatankapasitasperalatan dan
mesinsertainventariskantor yang
memberikanmanfaatlebihdari 12 (duabelas)
bulan dan sampaiperalatan dan
mesindimaksuddalamkondisisiappakai.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan.
Adalahbiaya/pengeluaran yang
digunakanuntukpenambahan/  pengadaan/

penggantian, untukpengawasan,
perencanaan, dan
pengelolaanpembangunangedung dan

bangunan yang menambahkapasitasgedung
dan bangunandalamkondisisiapdigunakan.

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Adalahbiaya/ pengeluaran yang
digunakanuntukpenambahan/  pengadaan/
penggantian/

peningkatanpembuatansertaperawatan dan
termasukbiayauntukperencanaan,
pengelolaan dan pengawasanjalan, irigasi

dan jaringan yang
menambahkapasitassampaijalan, irigasi
dan

jaringandimaksudkandalamkondisisiapdigu
nakan.

Belanja Modal Fisiklainnya.

Adalahbiaya/ pengeluaran yang
digunakanuntukpenambahan/  pengadaan/
penggantian/  peningkatanpembangunan/

pembuatansertaperawatanterhadapfisiklain
nya,
termasukdalambelanjainiadalahpembelianb
arang-barangkesenian, barangpurbakala
dan baranguntuk museum, hewanternak
dan tanaman, buku-buku, jurnalilmiah dan
belanja modal kontraksewabeli.

5. KinerjaKeuangan
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MenurutPeraturanPemerintahNomor 8
Tahun 2006 tentangPelaporanKeuangan
dan
KinerjalnstansiPemerintahmenyebutkan,
bahwakinerjaadalahsuatukeluaranatauhasil
darikegiatanatau program yang
hendakatautelahdicapaisehubungandengan
penggunaananggarandengankuantitas dan
kualitasterukur. Wibowo (2011)
menegaskan,
bahwaperlunyadilakukanpengukurantehada
pkinerjadengantujuanuntukmengetahui,
apakahdalampelaksanaankegiatanterdapatp
erbedaandarirencana yang ada,
ataukinerjabisadilakukansesuaijadwal,
atauhasilkinerjaapakahtelahsesuaidengan
yang diharapkan. Penelitianini  juga
membagiukurankinerjamenjadidua,
yaituukurankinerjakeuangan dan
ukurankinerja non-keuangan.
MenurutMardiasmo (2004),
dalamrangkapengelolaankeuangandaerah
yang transparan, jujur, demokratis, efektif,
efisien, dan akuntabel,
analisisrasiokeuanganterhadappendapatanb
elanjadaerahperludilaksanakan.
Dalammenganalisiskinerjapemerintahdaera
hdalammengelolakeuangandaerahnya salah
satualatnyaadalahdenganmelaksanakananal
isisrasioterhadap APBD yang
telahditetapkan dan dilaksanakannya.
PenelitianSusantih dan Saftiana (2009)
menyebutkan,
bahwapenggunaanrasiokeuangansebagaiala
tanalisiskinerjakeuangansecaraluastelahdite
rapkan pada lembagaperusahaan yang
bersifatkomersial. Sedangkan pada
lembagapublik,
khususnyapemerintahdaerahmasihsangatter
batas,
cehinacacecarateoritisbelumadakesepakata

BM(X4) bulatmengenainama dan

Kaidahpengukurannya.
Elemenutamadalamkonseppengelolaankeua
ngansektorpublik, yaitu: ekonomi, efisiensi

dan efektivitas.
Ukuranefisiensidigunakandalampengukura
nkinerja.  Efisiensiadalahdengan  input
tertentuakanmenghasilkanpencapaian
output yang maksimum dan sebaliknya.
MenurutMardiasmo (2009),
proksipengukurankinerjapemerintahdaerah
untukkabupaten/
kotadigunakandenganrumusefisiensi ~ dan

pengukurannyamenggunakanrasio  output
terhadap input.

Hipotesis

H;: PendapatanAsli Daerah

berpengaruhpositifterhadapKinerjaKeuang
anPemerintah Daerah Kabupaten/Kota di
ProvinsiJawa Timur.

Ho. Dana
perimbanganberpengaruhpositifterhadapKi
nerjaKeuanganPemerintahKabupaten/Kota
di ProvinsiJawa Timur.

H3:
PertumbuhanEkonomiberpengaruhpositifte
rhadapKinerjaKeuanganPemerintahKabupa
ten/Kota di ProvinsiJawa Timur

KerangkaKonseptual

Variabellndependen:

VariabelDe
PAD (X)) Hl1

penden:
k‘

DP (X») KK

H3

PE (X3)

Variabel Kontrol

Gambar 1
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METODE PENELITIAN

JenisPenelitian
Jenispenelitianinipenelitiankuantitatif.
Penelitiankuantitatifadalahpenelitian yang

menekankan pada pengujianteori-
teorimelaluipengukuranvariabel-

variabelpenelitiandenganangka, dan
melakukananalisis data
denganprosedurstatistik. Teknik

PenelitianinimenggunakanPenelitianKausal
Komparatif(Causal Comparative
Research), yang
merupakantipepenelitiandengankarakteristi
kmasalahberupahubungansebab-
akibatantaraduaataulebihvariabel
(Wicaksono, 2014).

GambaranPopulasi

Populasi yang
digunakandalampenelitianiniadalahpemerin
tahandaerahkabupaten/kota di

ProvinsiJawa Timur, yang berjumlah 38
kabupaten/kota.

Teknik PengambilanSampel

Teknik
pengambilansampeldilakukansecarametode
sensus, yaitudenganmengambilsemua data
laporanrealisasi APBD dari 38
kabupaten/kota di Jawa Timur.

TehnikPengumpulan Data
Metodepengumpulan data
dalampenelitianinidilakukandenganmenggu

yang didapatdarijurnal, suratkabar, maupun
internet.

DefinisiOperasionalVariabel dan
Pengukurannya

1. VariabelDependen
Indikatoruntukmengukurvariabelinimenggu

nakanrumussebagaiberikut(Gustra, 2014)
RasioDerajatDesentralisasiFiskal:
Total PAD
RDDF = x 100%

Total pendapatandaerah
DerajatDesentralisasiFiskaladalahkemamp
uanpemerintahdaerahdalamrangkameningk
atkanPendapatanAslidaerahgunamembiayai
pembangunan di daerahnyasendiri.

2. Variabellndependen
1. PendapatanAsli Daerah.

PendapatanAsli Daerah (PAD)
merupakansemuapenerimaan yang
diperolehdaerah, yang
bersumberdaridalamwilayahnyasendiri,
yang

dipungutberdasarkanperaturandaerahsesuai
denganperaturanperundang-undangan yang
berlaku.
Indikatoruntukmengukurvariabelinidigunak
anrumussebagaiberikut:

PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah +
Hasil PengelolaanKekayaan Daerah yang
dipisahkan (Laba BUMD) + Lain PAD
yang Sah.

Rasio PAD diukurdenganmelihatnilai PAD

nakan data sekunder. Pengumpulan data  yang telahdisajikandalamlaporanRealisasi
dilakukandengancara : APBD kota yang
Memperoleh data dari Badan Pusat  bersangkutandibandingkandengan total
Statistik (BPS) ProvinsiJawa Timur. penerimaandaerah (Marizka, 2013) :
LaporanRealisasiPenerimaan dan PAD
PengeluaranPemerintahkabupaten/kotaselu PAD = X
ruhProvinsiJawa Timur tahun 2015-2017. 100%
Infomasi dan data yang Total Penerimaan Daerah
berhubungandenganpenelitianiniterutama

Dana Perimbangan.
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Indikatoruntukmengukurvariabelinidigunak
anrumussebagaiberikut:

Dana Perimbangan = Bagi HasilPajak +
Bagi Hasil BukanPajak +Dana
AlokasiUmum +Dana AlokasiKhusus.
Rasio Dana Perimbangandiukur,
denganmelihatnilai Dana Perimbangan
yang telahdisajikandalamlaporanRealisasi
APBD Provinsi yang bersangkutan,
dibandingkandengan total
penerimaandaerah (Marizka, 2013):

Dana Perimbangan
DP =
Total Penerimaan Daerah

X100%

PertumbuhanEkonomi.
Pertumbuhanekonomibisadijadikansebagai
salah
satuindikatorkeberhasilanpembangunan,
artinyapertumbuhanekonomi yang
meningkat, biasanyadiikuti pula oleh
tingginyakesejahteraanmasyarakat.
RasioPertumbuhanEkonomidiukurdengan
melihatnilai  PDRB  tahuninidikurangi
PDRB
tahunsebelumnyadibandingkandengan
PDRB tahunsebelumnya (Marizka, 2013):

(PDRBt-PDRBt-1)

PE =
(PDRBt-1)

X100%

3. VariabelKontrol
Variabelkontrolmerupakanvariabel
dapatdikendalikan,
sehinggapengaruhvariabelindependenterha
dapdependentidakdipengaruhi oleh
faktorluar yang tidakditeliti.
Umumnyavariabelkontrolseringdigunakanp
enelitiuntukjenispenelitianperbandingan.
Pada penelitianinimenggunakanBelanja
Modal sebagaivariabelkontrol.
Indikatorvariabelbelanja modal
diukurdengan:

yang

Belanja Modal = Belanja Tanah +
BelanjaPeralatan dan Mesin + Belanja
Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan,

Irigrasi, dan Jaringan +
BelanjaAsetTetapLainnya.
RasioBelanja Modal

diukurdenganmenggunakanrumus  (Tahar
dan Suwandi, 2015):
Belanja Modal
BM = X 100%
Total Belanja Daerah
TEKNIK ANALISIS DATA

1. Uji PenyimpanganAsumsiKlasik

Uji Multikolinearitas
Pengujianinidilakukanuntukmelihatapakah
model
regresiantarvariabelbebassalingberkorelasi.
Untukmengujinyadapatdilihatnilaitolerance
atau VIF.
Dikatakantidakmengandungmultikolinearit
as, apabilanilai VIF < 10 ataunilai
tolerance > 0,10.

Uji Heteroskedastisitas
Pengujianinibertujuanuntukmelihatpenyeba
ran data. Uji inidapatdilakukandengan uji
glejser.  Nilai  absolutdiregresikantiap-
tiapvariabelbebas.
Jikavariabelindependensignifikansecarastat
istikmempengaruhivariabeldependendenga
n p-value > 0,05
makatidakadaindikasiterjadiheteroskedastis
itas.Grafik scatterplots
ditambahkansebagaipenguat.
Apabilatidakadapola yang jelas,
sepertititik-titikmenyebar di atas dan di
bawahangka 0 pada sumbu Y.

Uji Autokorelasi

Model regresi yang baikadalah model
regresi yang bebasdariautokorelasi.
Untukmendeteksiadanyaautokorelasimakad
ilakukandengan  wji  Durbin-Watson.
Penarikankesimpulanapakahterdapatatautid
aknyaautokorelasiadalahjika du
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<dwhitung<
makatidakterjadiautokorelasi.

4-du,

AnalisisRegresi Linier Berganda
Analisis data dan
hipotesisdalampenelitianinidenganmenggu
nakan program SPSS (Statistical Package
for Social Sciences) 24. Regresi linier
berganda yang digunakan pada
pengujianhipotesisadalahuntukmengujipen
garuhdarisuatuvariabelindependenterhadap
variabeldependen. Model
Regresidalampenelitianiniadalah:

KK =B +B:PAD+p,DP+B;PE+ B4BM+ pn
Di mana :
KK = Kinerjakeuanganpemerintah
B = konstanta
B1,82,B3 = parameter
PAD = Pendapatanaslidaerah
DP = Dana perimbangan

PE = pertumbuhanekonomi

BM= belanja modal

1 = faktorgangguan( disturbance
error)

3. KoefisienDeterminasiBerganda (R”)
Analisiskoefisiendeterminasiberganda (Rz)
digunakan,
untukmengukurseberapabesarvariasinaiktur
unnyavariabelPendapatanAsli Daerah,
Dana Perimbangan, PertumbuhanEkonomi,
dan Belanja Modal terhadapvariasi naik
turunnyaKinerjaKeuangan.
4. Uji Goodness Of Fit
Untukmengujikelayakan
linear
bergandadalammengukurpengaruhvariabel
dependenterhadapvariabelindependendigun
akan Uji goodness of fitdengan uji F.

5. PengujianHipotesis
Pengujiansecarastatistikdilakukansetelahdi

model regresi

nyatakanbebasdari uji
penyimpanganasumsiklasik. Uji
statistikadalahdenganmenggunakan Uji ¢
Uji t

inidigunakanuntukmengetahuipengaruhvari

abelindependenPendapataAsli Daerah,
Dana Perimbangan, PertumbuhanEkonomi,
dan Belanja Modal
terhadapvariabeldependenKinerjaKeuanga
n.

HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

Hasil Penelitian
Uji AsumsiKlasik

Uji Multikolinearitas
Hasil uji multikolinearitasdapatdilihat pada
tabelberikutini:

Tabel 1
Uji Multikolinieritas
Coefficients”
Collinearity
Statistics
Tolerance  VIF

Model

1 (Constant)

PAD ,398 2,513
DP ,407 2,457
PE 981 1,019
BM ,947 1,056

a. Dependent Variable: KK.

Sumber: Data sekunder yang diolah

Dari tabel di atasdiketahui,
bahwavariabelpendapatanaslidaerah
(PAD), dana  perimbangan (DP),
pertumbuhanekonomi (PE), dan belanja
modal (BM)
mempunyainilaitolerancelebihbesardari 0,1
dan VIF lebihkecildari 10,
makapenelitianinibebasdarimultikolinierita
S.

Uji Heteroskedastisitas
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Gambar 2
Uji Heteroskedastisitas
Sumber: data sekunder yang diolah

Dari Gambar tersebutdiketahui, bahwa data
penelitiantidakterjadiheterokedastisitaskare
natidakadapola yang  jelassertatitik-
titikmenyebardiatas dan dibawahangka 0
pada sumbu Y.

Uji
heterokedastisitasdalampenelitianini ~ juga
menggunakan uji Glejser,

yaitudengancarameregresikanantaravaiabel

bebasdengannilaiabsolut residual
dariregresi.

Tabel 2

Uji Glejser

Coefficients”
Model Unstandardize Standardize t Sig.

d Coefficients d
Coefficients

B Std. Beta

Error

1 (Constant ,064 1,023 2,79 ,00
) 3 6
PAD -,010 ,005 -,309 - ,09
1,58 1

1
DP -,085 ,031 -,390 - ,06
1,59 3

9
PE ,001 ,001 ,143 1,58 |11
4 6
BM ,090 ,040 ,208 1,26 1,25
8§ 3

a. Dependent Variable: ABS RES.
Sumber: data sekunder yang diolah

Berdasarkanhasilpengujianheteroskedastisit
asdenganmenggunakan uji Glejser di atas,
menunjukkanbahwanilaitoleransimasing-
masingvariabelsebesar> 0,05,
artinyatidakterjadiheteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi
Tabel 3
Model Summaryb

Model R R Adjusted  Std. Error  Durbin-
Square R Square of the Watson

Estimate
1 911" 830 ,824  ,03874 1,055

a. Predictors: (Constant), BM, PE, DP, PAD.
b. Dependent Variable: KK.

Uji Autokorelasi
Sumber: data sekunder yang diolah
Dari tabel di diatasdiketahui, bahwa pada
penelitianinitidakterjadiautokorelasi,
karenanilai Durbin-Watson berada di
antara -2 dan 2 yaitusebesar 1,055.

AnalisisRegresi Linier Berganda
Tabel 4
Regresi Linier Berganda
Coefficients”

Model UnstandardizeStandard t  Sig. Collinearity
d Coefficients ized Statistics
Coeffici
ents
B Std.  Beta Tolera VIF
Error nce
1 (Const ,257 ,043 5,998 ,000

ant)
PAD ,103 ,009 ,729 11,63,000 ,398 2,513
5
DP -207 ,057 -225 - ,000 ,407 2,457
3,635

PE ,001 ,002 ,022 ,559 ,577 ,981 1,019

BM -,045 ,074 -,025 -,614.,541 ,947 1,056

a. Dependent Variable: KK.
Sumber: data sekunder yang diolah
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Dari tabel di atasdiperoleh model regresi

linier bergandasebagaiberikut:

KK = 0,257 + 0,103 PAD - 0,207 DP +

0,001 PE - 0,045 BM

Penjelasandari  model  regresi linier

berganda di atas :

1. Terdapatnilaikonstantasebesar 0,257.
Hal
inimenunjukkanbahwajikavariabelpenda
patanaslidaerah (PAD), dana
perimbangan (DP),
pertumbuhanekonomi (PE), dan belanja
modal (BM) samadengannol,
makakinerjakeuangan (KK) akansebesar
0,257.

2. Nilai koefisienpendapatanaslidaerah
(PAD) sebesar 0,103.
Nilai koefisienregresipositif,
halinimenunjukkanterjadinyaperubahan
yang searah. Artinya, setiapadakenaikan
pada variabelpendapatanaslidaerah
(PAD) sebesarsatusatuan,
makakinerjakeuangan (KK)
akanmengalamipeningkatansebesar
0,103 satuan. Dan
sebaliknyasetiapadapenurunan pada
variabelpendapatanaslidaerah (PAD)
sebesarsatusatuan,
makakinerjakeuangan (KK)
akanmengalamipenurunansebesar 0,103
satuan,
denganasumsibahwavariabelbebas yang
lain besarnyakonstan.

3. Nilai koefisien dana perimbangan (DP)
sebesar -0,207.

Nilai koefisienregresinegatif,
halinimenunjukkanterjadinyaperubahan
yang berlawananarah. Artinya,

setiapadakenaikan pada variabel dana
perimbangan (DP) sebesarsatusatuan,

makakinerjakeuangan (KK)
akanmengalamipenurunansebesar 0,207
satuan. Dan
sebaliknyasetiapadapenurunan pada

variabel dana perimbangan (DP)

sebesarsatusatuan,

makakinerjakeuangan (KK)
akanmengalamipeningkatansebesar
0,207 satuan,

denganasumsibahwavariabelbebas yang
lain besarnyakonstan.
Nilai  koefisienpertumbuhanekonomi

(PE) sebesar 0,001.

Nilai
koefisienregresiPertumbuhanEkonomip
ositif,
halinimenunjukkanterjadinyaperubahan

yang searah. Yang artinya,
setiapadapenurunan pada
variabelpertumbuhanekonomi (PE)
sebesarsatusatuan,

makakinerjakeuangan (KK)
akanmengalamipenurunansebesar 0,001
satuan. Dan
sebaliknyasetiapadakenaikan pada
variabelpertumbuhanekonomi (PE)
sebesarsatusatuan,

makakinerjakeuangan (KK)
akanmengalamipeningkatansebesar
0,001 satuan,

denganasumsibahwavariabelbebas yang
lain besarnyakonstan.

Nilai koefisienbelanja modal (BM)
sebesar -0,045.

Nilai koefisienregresiBelanja Modal
negatif,
halinimenunjukkanterjadinyaperubahan
yang berlawananarah. Yang artinya,
setiapadapenurunan pada variabelbelanja

modal (BM) sebesarsatusatuan,
makakinerjakeuangan (KK)
akanmengalamikenaikansebesar 0,045
satuan. Dan
sebaliknyasetiapadakenaikan pada
variabelbelanja modal (BM)

sebesarsatusatuan, makakinerjakeuangan
(KK) akanmengalamipenurunansebesar
0,045 satuan,
denganasumsibahwavariabelbebas yang
lain besarnyakonstan.
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KoefisienDeterminasiBerganda (Rz)

Model Summary”

Mod R R Adjusted Std. Error Durbin-

el Square R Square ofthe  Watson
Estimate
L 911" 830 ,824 ,03874 1,055

a. Indenpendent Variable: PAD, DP, PE, BM.
b. Dependent Variable: KK.
Tabel 5
KoefisienDeterminasiBerganda (Rz)

Sumber: data sekunder yang diolah.

Berdasarkantabel di atas,
dapatdilihatbahwabesarnya R Square (R?)
sebesar 83% atau 0,830.

Uji Goodness Of Fit
Untukmengujikelayakan model regresi
linear berganda,

dalammengukurpengaruhvariabeldependen
terhadapvariabelindependen, digunakan uji
goodness of fit (Uji F). Hasil uji goodness
of fitdenganmenggunakan program SPSS
24 adalahsebagaiberikut:

sebesar 0,000 lebihkecildari
halinimenunjukkanbahwa model
linier

bergandalayakdigunakandalampenelitianini

0,05,
regresi

Uji Hipotesis (Uji t)
Tabel 7
Uji Hipotesis (uji t)
Coefficients”

Unstandardize Standardize t  Sig.
d Coefficients d

Tabel 6
Uji Goodness Of Fit
ANOVA?
Model Sumof df Mean F Sig.
Squares Square
1 Regression ,798 4 199 132,8 ,000°
48

Residual ,164 109 ,002
Total ,961 113

a. Dependent Variable: KK.
b. Predictors: (Constant), BM, PE, DP, PAD.

Sumber: data sekunder yang diolah.
Dari table
diatasdapatdiketahuibahwanilaisignifikansi

Model Coefficient
S
B Std. Beta
Error
1 (Constant ,257 ,043 5,998 ,00
) 0
PAD ,103,009 , 729 11,63 ,00
5 0
DP -,207 057 -,225 - ,00
3,635 0
g ,001  ,002 ,022 ,559 .57
7
BM -,045  ,074 -,025 -,614 ,54
1
a. Dependent Variable: KK.
Sumber: data sekunder yang diolah
Dari tabeldiatasdapatdilihat:
Variabelpendapatanaslidaerah (PAD)
dengannilaisignifikansisebesar 0,000
lebihkecildari 0,05. Hal
inimenunjukkanbahwapendapatanaslidaera
h (PAD)
berpengaruhsignifikanterhadapkinerjakeua
ngan (KK).

Nilai signifikasivariabel dana perimbangan
(DP) sebesar 0,000 lebihkecildari 0,05. Hal
inimenunjukkanbahwa dana perimbangan
(DP)
berpengaruhsignifikanterhadapkinerjakeua
ngan (KK).

Nilai
signifikasivariabelpertumbuhanekonomi
(PE) sebesar 0,577 lebihbesardari 0,05. Hal
inimenunjukkanbahwapertumbuhanekono
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mi (PE)
berpengaruhtidaksignifikanterhadapkinerja

keuangan (KK).

Variabelbelanja modal (BM)
dengannilaisignifikansisebesar 0,541
lebihbesardari 0,05.

DapatdiartikanbahwaBelanja Modal (BM)
berpengaruhtidaksignifikanterhadapKinerja
Keuangan (KK).

Pembahasan
PengaruhPendapatanAsli Daerah
terhadapKinerjaKeuanganPemerintah
Daerah

Dari data diatasmenunjukkan,
bahwaPendapatanAsli Daerah
berpengaruhpositifsignifikanterhadapKiner
jakeuanganpemerintahdaerahkabupaten/kot
a di Jawa Timur. Hal
inidibuktikandenganhasil uji t yang
menunjukkannilaisignifikansi (0,000)
kurangdari 0,05, iniberartibahwahipotesis 1
(H1) diterima.
Temuanpenelitianinimengindikasikanbahw
a, pemerintahdaerahkabupaten/kota di Jawa
Timur berusahamenaikkan target
penerimaandariPendapatanAsli Daerah
untukmembiayaipembangunandaerahmerek
a. Initerlihat pada data penelitianbahwa
rata-rata
penerimaanpendapatanaslidaerahmerekame
ningkatdaritahun 2015, 2016 dan 2017.
Meningkatnya PAD  pemerintahdaerah
pada 3
tahunterakhirinibisamenunjukkansemakinti
ngginyatingkatpartisipasimasyarakatdalam
membayarpajak dan retribusidaerah.
PAD tersebutkemudiandialokasikankepada
pos-pos pembiayaan yang berimplikasi
pada pelayanan yang
diberikankepadamasyarakat,
sehinggatingkatkemandirianpemerintahdae
rahtinggi,
tidakbergantungkepadabantuaneksternal
(pemerintahpusat dan provinsi).

Kondisitersebutakanberdampak pula pada
citrapositifpemerintah,
karenacitrapositifsebuahpemerintahdaerahs
angatlahpentinguntukmendapatkankeperca
yaandarimasyarakat. Yang
kemudiandiharapkanmampumenciptakanhu
bungantimbalbalikpositifsertaperanmasyara
katdalammembangundaerahitu.

Hasil
penelitianinisejalandenganhasilpenelitian
yang dilakukan oleh: Purwasih (2016),
Prasasti (2014), Budianto dan Stanly
(2016), Andirfa, et al. (2016), dan Aprilia
(2016), yang
menunjukkanbahwaPendapatanAsli Daerah
berpengaruhpositifsignifikan pada
KinerjaKeuanganpemerintahdaerah.
Tetapihasilpenelitianinitidaksejalandengan
penelitiandariArmaja, et al. (2015) dan
Kusumawardani (2012), yang
menunjukkanbahwaPendapatanAsli Daerah
berpengaruhnegatif pada
kinerjakeuanganpemerintahdaerah.
ArtinyaapabilapenerimaanPendapatanAsli
Daerah yang
diterimapemerintahdaerahmeningkat,
makaresikopenyalahgunaankekayaan juga
akansemakinbesar, yang
kemudianakanberdampakburuk pada
turunnyapenilaianterhadapkinerjakeuangan.

Pengaruh Dana
PerimbanganterhadapKinerjaKeuangan
Pemerintah Daerah.

Hasil penelitianinimenunjukkanbahwa
Dana
Perimbanganberpengaruhnegatifsignifikant
erhadapkinerjakeuanganpemerintahdaerah.

Inidibuktikandenganhasil uji  t yang
menunjukkan, nilaisignifikansi ~ (0,000)
kurangdari 0,05. Dan

iniberartibahwahipotesis 2 (H2) ditolak.
Data yang diperolehpenelitimenunjukkan,
meskipunhampirdiseluruhkabupaten/kota
di Jawa Timur
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mengalamipeningkatanperolehan dana
perimbangan  rata-rata sebesar  15%,
tapiternyatatidakdiimbangidengannaiknyak
emandiriankeuangandaerahtersebut.
Pengaruh  Dana  Perimbangan  yang
negatifterhadapKinerjaKeuanganmenunjuk
kanbahwa, setiapadakenaikan pada variabel
dana
perimbanganmakakinerjakeuanganakanme
ngalamipenurunan dan sebaliknya.
Pemerintahdaerahlebihmenekankan  pada
menambah PAD untukmembiayai pos-pos
yang
bersifatmeningkatkankinerjakeuangan,
sedangkanuntukpengeluaran di luar pos-
pos tersebut,
sepertipengeluaranrutinmaupunpengeluara
n yang habispakai, menggunakan dana
perimbangan (dana transfer
daripemerintahpusat).

Karena jikasemakinbesar transfer Dana
Perimbangan yang
diterimadaripemerintahpusatmakaakansem
akinkuatpemerintahdaerahbergantungkepad
apemerintahpusatgunamemenuhikebutuhan
daerahnya.
Sehinggaakanmembuatkemandirianpemeri
ntahdaerahakanmenurun.

Hasil
penelitianinisejalandenganhasilpenelitian
yang dilakukan oleh Purwasih (2016),
Prasasti (2014), Armaja, et al. (2015),

Budianto dan  Alexander (2016),
sertaAndirfa, et al. (2016), yang
menunjukkanbahwa Dana

Perimbanganberpengaruhnegatifsignifikant
erhadapKinerjakeuanganpemerintahdaerah.
Namunhasilpenelitianinitidaksejalandengan
hasilpenelitian yang dilakukan oleh
Kusrina (2014) dan Aprilia (2016), yang
menunjukkanbahwatidakterdapatpengaruhs
ignifikan Dana
PerimbanganterhadapKinerjakeuanganpem
erintahdaerah.

PengaruhPertumbuhanEkonomiterhada
pKinerjaKeuanganPemerintah Daerah.
Hasil
penelitianinimenunjukkanbahwaPertumbuh
anEkonomiberpengaruhtidaksignifikanterh
adapKinerjakeuanganpemerintahdaerah.
Inidibuktikandenganhasil uji t yang
menunjukkannilaisignifikansilebihdari 0,05
yaitu 0,577, dan
darihasilpenelitianinidapatditunjukkanbah
wahipotesis 3 (H3) ditolak.

Hasil Penelitianinimengindikasikan,
bahwasetiapkenaikanpertumbuhanekonomi
suatudaerah, tidakselaludiikuti oleh
kenaikankinerjakeuangandaripemerintahda
erahkabupaten/kota di  Jawa  Timur.
Meskipunpertumbuhanekonominyaditahun
2015 rata-rata sebesar 5,31% dan
meningkatditahun 2016 sebesar 5,64%,
akantetapiturun di tahun 2017 menjadi
5,35%.
Perubahaninilebihdisebabkankarenafaktor-
faktorproduksi di
suatudaerahtidaksertamertadapatmeningkat
kankinerjakeuangandalamjangkawaktusing
kat (satutahun),
akantetapimemerlukanjangkawaktu  yang
panjang dan berkesinambungan.

Hasil
penelitianinisejalandenganpenelitianKusrin
a (2014) yang menunjukkan,
bahwapeningkatanpertumbuhanekonomitid
akdapatdijadikantolokukurpeningkatankine
rjakeuanganpemerintahdaerah.  Demikian
pula
sebaliknyapenurunanpertumbuhanekonomi
tidakdapatdijadikantolokukurpenurunankin
erjakeuanganpemerintahdaerah.  Sukirno
(2010) menyebutkan,
pertumbuhanekonomiadalahpengembangan
kegiatanperekonomian yang
mendorongbertambahnyaproduksibarang
dan jasakemasyarakat.
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PengaruhBelanja Modal
terhadapKinerjaKeuanganPemerintah
Daerah.

Hasil
penelitianinimenunjukkanbahwaBelanja
Modalberpengaruhtidaksignifikanterhadap
kinerjakeuanganpemerintahdaerah.
Inidibuktikandenganhasil uji  t yang
menunjukkannilaisignifikansilebihdari 0,05

yaitu 0,577.
Nilai negatif pada
koefisienregresivariabelbelanja modal

dapatdidefinisikan, apabilabelanja modal

meningkat pada suatudaerah,
denganterbangunnyainfrastruktur dan
pembelianaset modal lainnya di
suatudaerah,

tidaksertamertasecaralangsungdapatmening
katkankinerjakeuanganpemerintahdalamjan
gkawaktusingkat. Ataubisadikatakan juga
bahwabelanja modal yang dikeluarkan,
tidakmenyentuhlangsung pada program-

program yang
meningkatkankinerjakeuangandaerah,
meskipun  rata-rata  belanja  modal

kabupaten/kota di Jawa Timur meningkat
di tahun 2015 dan 2016, kemudianmenurun
di tahun 2017.

Temuanempirisini juga
menunjukkanbahwabesaranBelanja Modal
belummampumemberikanperan yang
pentingdalammeningkatkankemandirianke
uangandaerah.
PenggunaananggaranBelanja Modal pada
setiappemerintahdaerah yang
tidakdiarahkan pada semuakegiatan yang
sifatnyainvestasipembangunan, pengadaan,
peningkatan dan atauperbaikansarana dan
prasaranafisikpelayananmasyarakat,
termasukpengadaansaranafisikpenunjangbe
lumdimaksimalkandenganbaik,
sehinggahasil yang diberikandaribelanja
modal inibelummemberikannilai  yang
positifterhadappeningkatankinerjakeuangan
daerah. sehinggakinerjakeuangandaerah

yang
diharapkanbelumtercapaidenganmaksimal.
Hasil
penelitianinisejalandenganhasilpenelitian
yang dilakukan oleh: Purwasih (2016)
yang
menunjukkanbahwatidakterdapatpengaruhs
ignifikanbelanja modal
terhadapkinerjakeuanganpemerintahdaerah.
Namunhasilpenelitianinitidaksejalandengan
hasilpenelitian ~ yang dilakukan oleh
Armaja, et al. (2015), Andirfa, et al.
(2016), sertaAprilia (2016)  yang
menunjukkanbahwabelanja modal
pengaruhsignifikanterhadapkinerjakeuanga
npemerintah.

SIMPULAN DAN IMPLIKASI
Simpulan

Berdasarkanhasilanalisis dan pengujianatas
data
dalampenelitianmengenaipengaruhpendapa
tanaslidaerah, dana perimbangan dan
pertumbuhanekonomiterhadapkinerjakeuan
ganpemerintahkabupaten/kota di
provinsiJawa Timur,
makadiperolehsimpulansebagaiberikut:
PendapatanAsli Daerah
berpengaruhpositifsignifikanterhadapkiner;
akeuanganpemerintahKabupaten/Kota  di
ProvinsiJawa Timur,
halinidibuktikandenganhasil ~ uji ~ yang
menunjukkannilaisignifikansikurangdari
0,05 yaitu 0,000.

Dana
Perimbanganberpengaruhnegatifsignifikant
erhadapkinerjakeuanganpemerintahKabupa
ten/Kota di ProvinsiJawa Timur,
halinidibuktikandenganhasil ~ uji  yang
menunjukkannilaisignifikansikurangdari
0,05 yaitu 0,000.
PertumbuhanEkonomiberpengaruhtidaksig
nifikanterhadapkinerjakeuanganpemerintah
Kabupaten/Kota di ProvinsiJawa Timur,
halinidibuktikandenganhasil ~ uji  yang
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menunjukkannilaisignifikansilebihdari 0,05
yaitu 0,577.

Belanja Modal
berpengaruhtidaksignifikanterhadapkinerja

keuanganpemerintahKabupaten/Kota di
ProvinsiJawa Timur,
halinidibuktikandenganhasil ~ uji  yang
menunjukkannilaisignifikansilebihdari 0,05
yaitu 0,577.

Implikasi

Berdasarkanhasilpenelitian,
makaimplikasidaripenelitianiniadalahsebag
aiberikut:

BagipemerintahKabupaten/Kota di
ProvinsiJawa Timur.

Agar PemerintahKabupaten/kota di
ProvinsiJawa Timur
dapatmenggalipotensidaerahlebihbanyakla
gi. Terutama pOs-pos yang
bisameningkatkanpendapatanaslidaerah,
mengurangi dana
perimbangandariPemerintah Pusat,
menaikkan target pertumbuhanekonomi
dan lebihmengkhususkanpembelanjaan
modal yang tepatsasaran.
Bagipenelitianselanjutnyadapatmenambahp
eriodepenelitianlebihdari 3 tahun, sehingga
bias untukgeneralisasihasilpenelitian yang
berkaitandenganpengukurandenganperiode

yang singkattersebutbisadihindari  oleh
peneliti.

Dalampenelitianiniterdapatimplikasidariteo
riStewardship, yang

diharapkanpemerintahdaerahdapatmengga
mbarkankejelasaneksistensinyasebagaisuat
ulembaga yang kredibel dan akuntabel di
matamasyarakat.
Dimanapemerintahdaerahseyogyanyabertin
daksesuaiuntukkepentinganmasyarakatluas
dan
membuatpertanggungjawabansesuaidengan
amanah yang dibebankan.
Dalammelaksanakantanggungjawabtersebu
t,

makastewardsmengerahkansemuakemamp
uanuntukdapatmenghasilkankinerjaakuntab
ilitas yang baik.

Keterbatasan
Penelitianinitaklepasdaribeberapaketerbata
san yang

takdapatdihindariselamapenelitian:

1. Penelitianinimenggunakanrasioderajatd
esentralisasifiskaldalammengukurkiner;
akeuanganpemerintahdaerah.
Untuklebihmemaksimalkanhasilpeneliti
an,
sebaiknyamemangmenambahindikatoru
ntukmengukurkinerjakeuanganpemerint
ahdaerahdenganmenggunakanrasio
yang lain seperti:
RasioKetergantunganKeuangan
Daerah, RasioBelanja Modal terhadap
total belanja,
RasioBelanjaPegawaiterhadap total
belanja dan RasioUpayaPajak (fax
effort).

2. Dalampenelitianini, hanyaterbatas pada
empatvariabel,
diharapkanbagipenelitianselanjutnyada
patmengembangkan model
penelitiandenganmenambahkanvariabel
lain yang mengarah pada sektorpublik.
Misalnya: variabel dana alokasikhusus,
dana alokasiumum dan belanjapegawai
yang didukungdenganteoriterbaru.

3. AdanyaketerbatasandalamMetodaPenel
itian,
beberapacarapenghitunganvariabelmem
ungkinkanmengandungbeberapakelema
han.
Diharapkanpenelitianselanjutnyabisame
nggunakan uji analisiskuantitatif yang
lain seperti PLS
sebagaibahanperbandingan.
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